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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XxXxXxxxxx
XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di RT.002 N0.39, Desa XXXXXXXXX,
Kecamatan XxxxxxxxX, Kabupaten Balangan, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxx,
dahulu bertempat tinggal di RT.009, RW.004, XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XxxxxxxxX, Kabupaten Balangan,
namun sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Amuntai Kelas 1B, Kelurahan Sungai Malang, XXXXXXXXX
XXXXKKXX - XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXX  XXXXXX XXXXX, Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah
mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Amuntai dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 24 Januari 2022, dengan
dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
hari Minggu, tanggal 13 Februari 2011 di xxxx Xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2011 dari Kantor Urusan

Agama XXXXXXXXX XXXX, XXXKXXXXX XXXXXXXX,
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxxxxx selama 2 tahun,
kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Xxxxxxxxx selama 2 tahun,
kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di xxxx xxxxxxx selama 4 tahun,
kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX selama
1 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama
Anak Pertama, tempat tanggal lahir xxxxx, 02 September 2011;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setiap kali
Tergugat diberi nasehat, Tergugat selalu marah terhadap Penggugat;

b. Tergugat sering bermain judi seperti judi online, hal ini Penggugat ketahui
karena Tergugat banyak memilik hutang akibat judi tersebut;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 09 Februari 2020
disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai
Narkotika golongan | bukan tanaman" dengan pidana penjara selama 6
(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan, setelah kejadian tersebut Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga saat ini pisah tempat tinggal
selama 1 tahun 11 bulan lamanya,;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Tergugat namun
tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap
Penggugat, (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil/lkuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama
Amuntai Nomor: 63/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 26 Januari 2022 yang dibacakan
di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2011,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XxXXXXXXXX,
Kabupaten Balangan, cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Xxxxxxxxx Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN
Prn tanggal 08 Juli 2020 atas nama Tergugat, cocok dan sesuai aslinya,
kemudian diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum
atas Putusan Pengadilan Negeri Xxxxxxxxx tanggal 08 Juli 2020 dan Tergugat
telah menjalani hukuman penjara hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,
dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya
untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada

berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda
P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama
Amuntai, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk
kewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh
Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg),
selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti
bahwa hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat adalah terikat dalam
perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada
majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat
dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di
atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan,
sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu menempuh upaya damai melalui
bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil

untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
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lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak
dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun
telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu
dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan perkara ini dapat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalill pokok gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Putusan Pengadilan
Negeri Xxxxxxxxx Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 08 Juli 2020 atas nama
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Salinan Putusan
Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 08 Juli 2020 yang menerangkan bahwa
Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, maka
berdasarkan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian karena
alasan suami mendapathukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,
maka untuk mendapatkan putusan perceraian, Penggugat cukup menyampaikan
salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan
saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Xxxxxxxxx tidak memuat catatan bahwa putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap, akan tetapi berdasarkan pernyataan Penggugat bahwa Tergugat tidak
mengajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Xxxxxxxxx tanggal 08
Juli 2020 dan Tergugat telah menjalani hukuman penjara hingga sekarang sekitar 1
tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat di muka
persidangan dan bukti surat P.1 dan P.2, majelis hakim telah menemukan fakta-
fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada tanggal 13 Februari 2011 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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- Bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri XXXXKXXXXX Nomor
49/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 08 Juli 2020;

- Bahwa sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga
Pemasyarakatan Amuntai Kelas Il B Amuntai atas Putusan Pengadilan Negeri
Xxxxxxxxx tersebut yang hingga saatini baru jalani Tergugat selama 1 tahun 6
bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim
berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti mendapat vonis 6 tahun, sehingga
gugatan Penggugat untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf “c” Peraturan
pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “c” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan
hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,
yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua
Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.l. dan Drs. Syamsi Bahrun, M.Sy. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota dan dibantu Drs. H. Arsyad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahyuni
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.H.I. Drs. Syamsi Bahrun, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Arsyad

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP 'Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK 'Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan 'Rp. 235.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan 'Rp. 20.000,00
5. Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Meterai :Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 355.000,00
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